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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang cukup 

tinggi dan mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia kini tengah berpacu 

dalam global atau yang di sebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang 

dimana telah dimulai pada tahin 2015. Tingginya populasi usia produktif di 

Indonesia kini tidak lagi berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan 

pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat Indonesia dengan berlomba-lomba 

untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian. Maka tidak heran, 

bermuncul pelaku Usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Sumanto 

(2023) menjelaskan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan 

melalui penataan aset dan disertai dengan akses untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia.  

Arisaputra (2016) menjelaskan bahwa Reforma Agraria tidak hanya dipahami 

sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih 

luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan, teknologi, pasar barang, tenaga 

kerja, dan distribusi kekuatan politik. (Anggraeni, 2021). Mengungkapkan bahwa 

tujuan pembaharuan agraria yang terdapat pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/2001 

memiliki tujuan yaitu; mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi (tanah), penataan kesenjangan atas penguasaan 

kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria yang 

mengurangi sangketa pertanahan maupun agraria. TAP MPR RI Nomor 

IX/MPR/2021 menjadi salah satu kunci penting dalam kebijakan agraria. Terdapat 

beberapa skema perlindungan UMKM yang di lakukan pemerintah yaitu: (a) 

pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) insentif 

pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) 

penyediaan penyangga produk.  
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Mangkuprawira (2010) menjelaskan bahwa faktor dari kunci keberhasilan 

pengembangan masyarakat pedesaan untuk mendukung pembangunan pertanian 

adalah modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia, dan modal sosial yang 

meliputi kepercayaan, empati, kesatuan, keperdulian dan kerja sama kolektif. 

Windusancono (2021) menjelaskan bahawa mempertahankan pertumbuhan 

UMKM, diperlukan strategi baru dalam pemasaran dan penjualan, baik online 

maupun offline, serta perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur regulasi 

dan mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga tujuan pemerintahan ekonomi 

dapat terwujud dan kemakmuran rakyat dapat tercapai secara merata. Dalam studi 

yang dilakukan oleh (Mulyaputri, 2025) menjelaskan bahwa penelitianya ini dapat 

mengetahui dan mendeskripsikan mengenai redistribusi (TORA) Tanah Objek 

Reforma Agraria dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria dan 

pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Undang-undang No 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa Penjelasan Umum 

mengenai Undang-Undang Repoblik Indonesia nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sumber daya alam seperti tanah, air 

dan ruang angkasa merupakan anugrah yang sangat berharga dari Tuhan yang Maha 

Esa. Sumber daya ini memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang 

adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita kita. Namun ironisnya, hukum agraria 

yang berlaku saat ini justru seringkali menjadi penghalang dalam mencapai tujuan 

tersebut. Seharusnya, hukum agraria menjadi alat yang efektif untuk membangun 

masyarakat yang lebih adil dan makmur, tetapi kenyataannya sering tidak demikian. 

Hal itu disebabkan, karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian 

tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah sebagai lain-nya lagi 

dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara 

di dalam melaksanakan pembangunan sementara dalam rangka menyelesaikan 

revolusi nasional sekarang ini. Akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan 

hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya 

peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan yang didasarkan atas 

hukum barat, hal mana selain menimbulkan berbagai masalah antar golongan yang 
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serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. Karena bagi rakyat 

asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan, 

diperlukan hukum agraria nasional yang sederhana, memberikan kepastian hukum, 

dan memungkinkan tercapainya kemakmuran rakyat melalui pengaturan pemilikan 

dan penggunaan tanah, air, dan ruang angkasa. Maka itu masyarakat Indonesia 

memerlukan penataan strategis agraria melalui reforma agraria untuk mengatasi 

ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah. Undang-undang Pokok Agraria 

menetapkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air yang harus 

dikelola dengan adil. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia telah mengalami 

perubahan seiring perubahan kekuasaan pemerintah, namun tujuanya tetap sama, 

yaitu mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. 

 Mawaddah dkk. (2021) menjelaskan bahwa Peraturan Persiden Nomor 86 

Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemilikan tanah dan akses ke sumber-sumber ekonomi. 

Masyarakat perlu didampingi dan dibimbing untuk mengelola aset tanah mereka 

dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat. 

 Fatimah (2015) menjelaskan bahwa Reforma agraria atau land reform 

merupakan pembaharuan agraria yang merupakan suatu perubahan besar dalam 

struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta 

kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Amalia, (2022) 

menjelaskan bahwa implementasi asset dan access reforma senantiasa mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Access reforma diwujudkan dengan 

penyediaan akses bagi penerima manfaat reforma agraria terhadap segala hal yang 

memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber 

kehidupan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing daerah.  

Pasar UMKM merupakan wadah bagi penjual dan pembeli sehingga terjadi 

interaksi antara penjual dan pembeli dalam menawarkan produk dan melakukan 

interaksi jual-beli. Keberadaan pasar bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat agar bisa memenuhi berbagai keinginan yang dibutuhkan bagi 

keberlangsungan hidup. Maka hal tersebut menjelaskan bahwa Reforma agraria 
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merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani dan memperbaiki struktur agraria di Indonesia. Dalam konteks 

pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasara di pedesaan, reforma agraria 

memiliki dampak yang singnifikan.  

Tujuan Reforma Agraria adalah untuk memastikan bahwa setiap orang di 

indonesia memiliki akses terhadap keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. 

melalui pemberdayaan lahan masyarakat. Implementasi Akses Reforma diharapkan 

dapat menjembatani tuntutan masyarakat karena reforma agraria telah memberikan 

dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Di Indonesia, reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi lahan, 

tetapi juga mencakup pengembangan usaha dan akses pemasaran bagi masyarakat. 

di Desa Campur Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi 

salah satu lokasi yang ditunjukan untuk mendapatkan program Akses Reforma oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk di tahun 2021 karena sebagian besar 

masyarakat Desa Campur memiliki potensi sektor pertanian bawang merah, selain 

pertanian bawang merah masyarakat Desa Campur juga memiliki potensi pada 

Usah Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perternakan. Pelaksanaan Reforma 

Agraria menjadi sanggat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal 

dan meningkatkan taraf hidup petani. Maka tidak heran, kini bermunculan pelaku 

usaha sektor industri Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah 

satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menata 

akses reforma agraria dengan pendekatan yang terintergrasi yang menghubungkan 

antar pengembangan usaha dengan fasilitas akses pemasaran. Studi kasus kualitatif 

yang dilakukan di Desa Campur yang bertujuan untuk memahami dampak akses 

reforma dalam pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran bagi para petani 

di Desa Campur.    

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul (IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN AKSES 

REFORMA AGRARIA PADA MASYARAKAT DI DESA CAMPUR, 

KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa 

Campur? 

2. Apa Kendala yang dihadapi Masyarakat Desa Campur pasca Penataan Akses 

Reforma Agraria dan solusinya? 

3. Bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan untuk mendukung Program 

Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Campur? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian ini ialah untuk: 

1. Menganalisis implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa 

Campur, termasuk kegiatan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran 

yang tersedia.  

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat Desa Campur pasca 

pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria serta merumuskan solusi 

yang dapat diterapkan. 

3. Mengeksplorasi program-program pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka 

mendukung Penataan Akses Reforma Agraria guna meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini ialah untuk: 

1. Manfaat akademis 

Memberikan tambahan pengetahuan tentang hubungan pengetahuan antara 

potensi ekonomi dan akses Reforma Agraria  

2. Manfaat Teoritis 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi media bagi peneliti untuk memperkaya 

ilmu dalam bidang agraria, terkhususnya dalam bidang menginventarisasi potensi-

potensi objek reforma agraria, merencanakan kegiatan penataan akses dan 

mengidentifikasi dampak kegiatan serta solusi dari hal yang menghambat 

kegiatan, serta diharapkan juga dapat menyumbang pengetahuan mengenai 

pengembangan penataan akses berdasarkan potensi fisik dan non-fisik di Desa 

Campur.  

3. Manfaat Sosial 

Memberikan agar ilmu sosial di masyarakat dapat memahami penulisan terkait 

program penataan akses agar menjadi pengertian di masyarakat, agar memahami 

permasalahan di Desa Campur Kecamatan Gondang sehingga permasalahan 

sosial terkait potensi wilayah bisa diselesaikan dari manfaat penulis ini. 

4. Manfaat Praktis 

Menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan peluang implementasi terhadap 

penataan akses dalam hal potensi wilayah untuk kepentingan masyarakat dan 

sebagai bentuk masukan bagi Kementrian ATR/BPN dalam rangka 

mengyukseskan kebijakan dalam berbagai programnya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Campur 

merupakan sebuah kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai subjek reforma 

agraria yang dilaksanakan secara kolaboretif baik di tingkat kementrian/lembaga 

maupun di tingkat pemerintah daerah. Program ini mempunyai keselarasan 

mengenai pelaksanaan penataan akses reforma agraria. Penataan askes reforma 

agraria ini merupakan suatu kegiatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarkat dengan memberika akses ke sumber daya masyarakat yang berprinsip 

pada partisipasi, kewirausahaan, dan keadilan. Maka implementasi program 

penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan di Desa Campur melimputi 

pemetaan sosial yang dapat menjadi basis pelaksanaan program. Implementasi 

yang dilaksanakan di Desa Campur sudah di jalankan dan sudah terlaksanakan 

dengan baik. Maka dengan telah terlaksanakan program ini masyarakat tetap 

semangat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Desa Campur dengan 

baik kedepanya. 

2. Kendala yang dihadapi masyarakat Desa Campur yaitu rendahnya pemahaman 

terhadap program, keterbatasan kemampuan dalam mengelola sumber daya, 

sulitnya akses terhadap pembiayaan dan infrastruktur.  

3. Program pemberdayaan yang dijalankan di Desa Campur sangat mendukung 

pelaksanaan program penataan akses reforma agraria. Oleh karena itu kegiatan 

penataan akses yang di lakukan di Desa Campur merupakan suatu kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. 

Program ini sangat membantu masyarakat dalam menemukan potensi, peluang, 

yang bisa di manfaatkan masyarakat untuk memenuhi pertumbuhan desa dari 

ekonomi, fasilitas desa, dan hal yang berkaitan untuk pembangunan desa 

terutama di kalangan masyarakat dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Dengan meningkatkan kemampuan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola 

lahan secara produktif maka masyarakat harus mengikuti pelatihan, penyuluhan, 

dan pendampingan usaha, serta akses permodalan dan pasar. Tujuannya agar 
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masyarakat tidak hanya memiliki tanah, tetapi mereka mampu secara ekonomi 

dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran mengenai penelitian ini yang dapat diajukan untuk 

mendukung implementasi program penataan akses reforma agraria pada 

masyarakat di Desa Campur dalam pengembangan potensi wilayah, pengembangan 

UMKM dan penataan akses yaitu: 

1. Kantor Pertanahan lebih lagi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam 

mengelola reforma agraria terutama dalam bidang penataan akses. Selain itu BPN 

juga harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa untuk 

memastikan bahwa setiap pelaksanaan reforma agraria tetap berjalan efektif. 

2. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu mengeluarkan kebijakan 

yang dapat mendukung pelaksanaan reforma agraria seperti penyediaan 

infrastruktur dan fasilitas pendukung agar program yang dilaksanakan berjalan 

dengan baik Namun, bukan cuman di bidang pertanahan tetapi di bidang lainnya 

juga. Pemerintah Daerah juga harus melakukan pengawasan dan evalusai terhadap 

pelaksanaan reforma agraria untuk memastikan tujuan program tersebut. 

3. Dukungan dari Pemerintah desa sangatlah penting dan harus lebih aktif dalam 

mendukung setiap program atau kegiatan yang mendukun pertumbuhan ekonomi 

masyarakat desa agar masyarakat juga dapat memanfaatkan potensi wilayah agar 

pertumbuhan ekonomi di desa berjalan dengan baik dan benar. Pemerintah dapat 

melakukan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan ekonomi pada masyarakat 

desa, serta memberikan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Pemerintah 

desa juga harus bisa membantu masyarakat dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyaraka untuk 

meningkatkan keterlampilan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan 

potensi desa dan melakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang  kewirausahaan. 

Pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi yang aktif  bagi masyarakat 

delam pelaksanaan reforma agraria dalam penataan akses dan memperkuat 

kelembagaan desa untuk mendukung setiap pelaksanaan yang di lakukan di desa. 

4. Dukungan dari masyarakat sangatlah penting agar masyarakat dapat memahami 
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setiap informasi mengenai program-program yang dilaksanakan  

Di desa mengenai setiap program yang dijalankan terutama dalam penataan akses 

reforma agraria. Masyarakat juga harus tetap berpartisipasi aktif dalam pelakanaan 

reforma agraria. 

5. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis mengenai dampak ekonomi dari program 

reforma agraria serta melakukan evaluasi pada dampak reforma agraria terhadap 

masyarakat dan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu 

mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma 

agraria dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, 

penelitianselanjutnya juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan 

pelaksanaan reforma agraria di masa depan. Penelitian dapat mengkaji tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program reforma agraria dan faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut 
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